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10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahup 2015 tentang Peryp.

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Stap
Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kep
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tip. (0251) 682011 - Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor :421.1/cb  /Kpts/PAUD-AU/Kec.Cgd/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas '
TENTANG ?
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMA!
AL USTHUHRIYAH |

BUPATI BOGOR *
| |
Menimbang : a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlac
sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah:
Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasa
tersebut maka diperlukan upaya dalam r{'leningkatkan kualitas hiduj
dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bufpati tentang Pemberian Izix
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Vlengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikar

2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo:
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintal Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5¢
Tambahdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan, Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaar
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republil
Indonesia, Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubal
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan;
Perubahan Atas Peraturan Pemerintahi Nomor 17 Tahun 201(
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahur
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



